PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 17 TAHUN 2005
TENTANG
KOM S| KEPQLI S| AN NASI ONAL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

bahwa dal am rangka pel aksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39
ayat (3) Unhdang-undang Normor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik
I ndonesi a, dipandang perlu nenetapkan Peraturan Presiden tentang Kom si
Kepol i si an Nasi onal ;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang-hdang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945;

2. Undang-undang Nonor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
| ndonesi a (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nonor 2,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a Nonor 4168) ;

MEMUTUSKAN
Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG KCM S KEPCLI S AN NASI ONAL.
BAB |
PEMBENTWKAN  KEDUDUKAN  TUGAS, DAN VWEWENANG
Pasal 1

Menbent uk Lenbaga Kepolisian Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan
Presiden ini disebut dengan Komsi Kepolisian Nasional .

Pasal 2

Komsi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presi den.

Pasal 3
Kom si Kepol i si an Nasi onal bert ugas:
a. nenbant u Presi den dal am nenet apkan arah kebij akan Kepolisian Negara
Republ i k | ndonesi a; dan
b. nenberi kan pertinbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan

penber henti an Kepal a Kepol i si an Negara Republ i k | ndonesi a.
Pasal 4

Cal am nel aksanakan tugas sebagai rana dinmaksud dalam Pasal 3, Komsi

Kepol i si an Nasi onal berwenang unt uk:

a. nengunpul kan dan nenganal isis data sebagai bahan penberian saran
kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara
Republ i k 1 ndonesi a, pengenbangan sunber daya nanusi a Kepol i si an Negara



Republ i k I ndonesi a, dan pengenbangan sarana dan prasarana Kepoli sian
Negar a Republ i k | ndonesi a;

b. nenberi kan saran dan pertinbangan |ain kepada Presiden dal am upaya
nmewuj udkan Kepol i sian Negara Republ ik | ndonesia yang profesional dan
mandi ri; dan

C. nenerina saran dan keluhan dari nmasyarakat nengenai Kkinerja
kepol i si an dan nenyanpai kan kepada Presi den.

BAB | |
SUSUNAN CRGAN SASI
Bagi an Pertana
Susunan Keanggot aan

Pasal 5

Keanggot aan Komsi Kepol i sian Nasional terdiri dari unsur:

a. Penerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Menteri Negara
Koordi nator B dang Politik, Hikum dan Keamanan, Menteri Dal am Negeri
dan Menteri Huikumdan Hak Asasi Manusi a;

Pakar Kepol i sian sebanyak 3 (tiga) orang;

Tokoh Masyar akat sebanyak 3 (tiga) orang.
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Pasal 6

Susunan keanggot aan Komsi Kepol i sian Nasional, terdiri atas:
Ket ua nerangkap anggot a;

Véki | Ketua nerangkap anggot a;

Sekretari s nerangkap anggot a;

6 (enan) orang Anggot a;
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Pasal 7

(1) Jabatan Ketua dal am susunan keanggotaan Komsi Kepolisian Nasional
sebagai nana di maksud dal am pasal 6 huruf a dijabat ex-officio ol eh
Menteri Negara Koordinator B dang Politik, Huikum dan Keanmanan.

(2) Jabatan Wkil Ketua dalam susunan keanggotaan Komsi Kepolisian
Nasi onal sebagai nana dinaksud dalam Pasal 6 huruf b dijabat
ex-officio ol en Menteri Dal am Negeri .

(3) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komsi Kepolisian
Nasi onal sebagai nana di maksud dal am Pasal 6 huruf ¢ dipilih sendiri
oleh para anggota nelalui tata cara yang ditetapkan ol eh Kom si
Kepol i si an Nasi onal .

Pasal 8

Kecual i anggota yang berasal dari unsur Penerintah sebagai rana di maksud
dalam Pasal 5 huruf a, wuntuk dapat diangkat nenjadi anggota Kom si
Kepol i sian Nasional, harus nenenuhi persyaratan:

Vrga Negara | ndonesi a;

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

sehat jasmani dan rohani;

berunur mninal 45 (enpat pul uh lina) tahun;

tidak nmenjadi anggota sal ah satu partai politik;

ahli di bidang kepolisian, bagi cal on anggota yang berasal dari unsur
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Pakar Kepol i si an;
g. secara nyata telah terbukti nenaruh perhatian terhadap Kepoli sian,
bagi cal on anggota yang berasal dari unsur Tokoh Masyar akat .

Bagi an Kedua
Kesekret ari at an

Pasal 9

(1) Dal am nel aksanakan tugasnya, Komsi Kepolisian Nasional dibantu ol eh
Sekretari at .

(2) Sekretariat sebagai mana di maksud pada ayat (1) dil aksanakan ol eh satu
unit kerja yang berada di |ingkungan Markas Besar Kepolisian Negara
Republ i k I ndonesi a, yang ditetapkan ol eh Kepal a Kepol i sian Negara R.

(3) Sekretariat sebagai rana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipinpin
oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan ol eh Kepal a
Kepolisian Negara Repubiik Indonesia, yang dalam nel aksanakan
tugasnya secara fungsi onal bertanggung j anab kepada Kom si Kepol i sian
Nasi onal .

(4 Kepala Sekretariat sebagai mana di maksud pada ayat (3) dijabat ol eh
Perwi ra Tinggi Kepolisian Negara R.

BAB I |
PENGANGKATAN DAN PEIVBERHENTT AN

Pasal 10

Anggota Komsi Kepolisian Nasional diangkat dan diberhentikan ol eh
Presi den.

Pasal 11

Kecuali anggota yang berasal dari wunsur Penerintah, anggota Komsi
Kepol i sian Nasional sebagai mana di maksud dal am pasal 10, diangkat untuk 1
(satu) kali nasa jabatan selana 3 tahun dan dapat di angkat kenbali untuk 1
(satu) kali masa Jabatan beri kut nya.

Pasal 12

(1) Kecuali anggota yang berasal dari unsur Penerintah, untuk pertana
kali calon anggota Komsi Kepolisian Nasional diusul kan kepada
Presi den ol eh Kepal a Kepol i si an Negara Republ i k | ndonesi a.

(2) Pengusul an cal on anggota Komsi Kepolisian Nasional kepada Presiden
unt uk sel anj ut nya di | aksanakan ol en Komsi Kepol i si an Nasi onal .

(3) Junmtah calon anggota Komsi Kepolisian Nasional yang diusulkan
sebagai nana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebanyak 12 (dua
belas) orang, untuk dipilih oleh Presiden 3 (tiga) orang dari unsur
Pakar Kepolisian dan 3 (tiga) orang dari unsur Tokoh Masyar akat .

(4) Presiden dapat nenol ak cal on anggota Komsi Kepolisian Nasional yang
di usul kan apabi | a tidak nenenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
per at ur an per undang- undangan yang ber | aku.

Pasal 13



Selain karena berakhirnya nasa jabatan, keanggotaan Komsi Kepolisian
Nasi onal dapat berakhir apabila anggota yang ber sangkut an :
a. nengundur kan diri;

b. neni nggal duni a;
C. di nyat akan sebagai tersangka tindak pidana yang ancanan pidana
sekur ang- kurangnya 4 (enpat) tahun penj ar a.
BAB |V
TATA KERJA
Pasal 14

Pel aksanaan tugas Komsi Kepolisian Nasional dilakukan dengan nengut anakan
nmusyawar ah unt uk nuf akat .

Pasal 15

Komsi Kepolisian Nasional nelaksanakan pertenuan secara berkala atau
sewakt u-wakt u sesuai dengan kebut uhan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut nengenai tata kerja Komsi Kepolisian Nasional
diatur ol eh Komsi Kepolisian Nasional .

BAB V
PEMBI AYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pel aksanaan tugas Komsi Kepolisian
Nasi onal di bebankan kepada Anggaran Pendapat an dan Bel anj a Negar a.



BAB M
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
ttd.
D. H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



